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Abstrak

Sekolah Rakyat pada masa kolonial dikenal sebagai volksschool. Pembentukan sekolah ini awalnya bertujuan untuk melatih
keterampilan dasar masyarakat Indonesia serta membentuk masyarakat yang memiliki wawasan pendidikan, meskipun tetap
dalam batasan yang ditetapkan oleh kepentingan kolonial. Namun, dalam era reformasi, pemerintah kembali mencanangkan
pendirian Sekolah Rakyat dengan konsep yang lebih inklusif dan modern, yang berfokus pada pemerataan pendidikan serta
pengentasan kemiskinan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kesiapan pemerintah dalam
membentuk kembali Sekolah Rakyat serta menganalisis apakah konsep ini dapat menjawab kebutuhan pendidikan di
berbagai daerah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan model studi kasus.
Populasi dalam penelitian ini adalah pemangku kebijakan di bidang pendidikan dasar dan menengah, sedangkan sampel
dipilih secara purposive dari lima daerah percontohan: Kabupaten Bone (Sulawesi Selatan), Kabupaten Banyumas (Jawa
Tengah), Kabupaten Dompu (Nusa Tenggara Barat), Kabupaten Sorong (Papua Barat Daya), dan Kabupaten Ogan Ilir
(Sumatra Selatan). Jumlah total sampel sebanyak 25 orang, terdiri atas 5 pejabat Dinas Pendidikan, 5 kepala sekolah, 10
guru, dan 5 tokoh masyarakat lokal. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan
studi dokumentasi, dengan analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pemerintah telah menyiapkan kerangka kebijakan yang cukup kuat, namun masih menghadapi tantangan dalam hal
infrastruktur, sumber daya manusia, dan partisipasi masyarakat. Kesimpulannya, Sekolah Rakyat berpotensi menjadi solusi
atas kesenjangan pendidikan di Indonesia, tetapi implementasinya perlu dukungan lintas sektor agar berkelanjutan.

Kata kunci: sekolah rakyat, pendidikan dasar, pendidikan menengah, volksschool

Abstract

People's Schools during the colonial era were known as volksschools. The establishment of these schools was initially aimed
at training the basic skills of the Indonesian people and forming a society that had educational insight, although still within
the limits set by colonial interests. However, in the reform era, the government re-initiated the establishment of People's
Schools with a more inclusive and modern concept, which focused on equalizing education and alleviating poverty. The
purpose of this study was to determine the extent to which the government was ready to re-establish People's Schools and to
analyze whether this concept could answer the educational needs in various regions in Indonesia. This study used a
qualitative-descriptive approach with a case study model. The population in this study were policymakers in the field of
primary and secondary education, while the sample was selected purposively from five pilot areas: Bone Regency (South
Sulawesi), Banyumas Regency (Central Java), Dompu Regency (West Nusa Tenggara), Sorong Regency (Southwest Papua),
and Ogan llir Regency (South Sumatra). The total number of samples was 25 people, consisting of 5 Education Olffice
officials, 5 school principals, 10 teachers, and 5 local community leaders. Data collection techniques were conducted
through in-depth interviews, observations, and documentation studies, with data analysis using the Miles and Huberman
model. The results of the study indicate that the government has prepared a fairly strong policy framework, but still faces
challenges in terms of infrastructure, human resources, and community participation. In conclusion, Sekolah Rakyat has the
potential to be a solution to the education gap in Indonesia, but its implementation requires cross-sector support to be
sustainable.
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PENDAHULUAN

Salah satu pilar utama dalam peradaban suatu bangsa adalah pendidikan. Hal ini
karena pendidikan memegang peran penting dalam membentuk kepribadian masyarakat, pola
pikir, karakter, dan kehidupan sosial masyarakat (Mayrinda et al., 2024; Santika et al., 2019).
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Seyogianya, tanpa pemerataan dalam akses pendidikan akan menimbulkan kesulitan dalam
upaya mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat. Fakta
yang ditemukan di Indonesia saat ini yaitu masih terjadinya kesenjangan pendidikan antara
wilayah perkotaan dengan pedesaan, antara wilayah yang maju secara teknologi dengan
wilayah yang mengalami kesulitan untuk menikmati akses teknologi. Seluruh permasalahan
tersebut telah berlangsung sejak masa penjajahan hingga sekarang. Akibat ketidak merataan
infrastruktur tersebut makan terdapat kesenjangan kualitas SDM, mobilisasi sosial di
beberapa wilayah di Indonesia. dan daya saing masyarakat di tingkat dunia.

Melihat dari perkembangannya, Sekolah Rakyat Sudah lama muncul di Indonesia.
Pada masa kolonial Belanda, sekolah rakyat dikenal dengan nama Volkschool. Pendirian
Volkschool bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah saat itu akan Pendidikan untuk
bangsa pribumi. Fokus pada Volkschool yaitu belajar membaca, menulis, dan berhitung.
Volkschool sendiri diajar oleh tenaga pengajar Belanda dan menggunakan Bahasa pengantar
yaitu Bahasa Belanda (Suherman & Bastaman, 2019). Pangsa pasar hadirnya Volkschool
berasal dari kaum pribumi dengan status sosial ekonomi menengah kebawah. Setelah
peristiwa kemerdekaan, semangat pemerataan Pendidikan terus diupayakan oleh pemerintah.
Beberapa langkah pemerataan Pendidikan telah dilakukan oleh pemerintah melalui beberapa
langkah berikut (Al Mahmudi & Bungsu, 2023; Fathiya Dwi Utami et al., 2024; Kurnia &
Hudaidah, 2021; Safei & Hudaidah, 2020; Yuliyanti et al., 2022):

Tabel 1. Perkembangan Pemerataan Pendidikan dari Masa Ke Masa

Masa Masa Masa Orde Masa Orde Masa
Kolonial Kemerdekaan Lama Baru Reformasi
Tujuan Meningkatkan ~ Pemerataan pengembangan meningkatkan ~memberikan
Pendidikan  kemampuan Pendidikan aspek moral, aspek mental, waktu lebih
membaca, bagi  seluruh kecerdasan, moral, budi bagi guru
menulis, dan rakyat kecerdasan pekerti, dan untuk  fokus
berhitung emosional atau keberagamaan pada
artistik, pengembangan
keterampilan karakter  dan
praktis, dan kompetensi
aspek jasmani.
Kelompok Masyarakat Seluruh rakyat 7-15 Tahun 7-15 Tahun 7-15  Tahun
umur menengah ke Indonesia (pembahasan
bawah wajib  belajar
12 tahun
masih dikaji)
Program membaca, Pembangunan  Penyelenggaraan Peningkatan Pelaksanaan
yang menulis, dan sekolah di ujian secara kualifikasi Pendidikan
dicanangkan berhitung daerah, terpusat dan bersifat
pemberian kompetensi desentralisasi
beasiswa, dan guru,  rotasi
peningkatan guru dari kota
literasi ke desa, dan
berfokus pada
MBO
Fasilitas - Pembangunan = Memulihkan Memperluas Memperbaiki
yang sekolah- Lembaga akses fasilitas
dibangun sekolah di Pendidikan Pendidikan di  sekolah yang
daerah keagamaan daerah-daerah  rusak
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Data yang dihimpun dari BPS (Fadil et al., 2023; Marwan et al., 2024) (Badan Pusat
Statistik, 2022) didapatkan hasil bahwa angka partisipasi sekolah di daerah tertinggal masih
jau jika dibandingkan dengan Pulau Jawa. Hal tersebut dipengaruhi hal berikut
seperti minimnya infrastruktur pendidikan, minimnya tenaga pendidik yang berkualitas,
terbatasnya sarana dan prasana di sekolah yang ada di berbagai daerah, tingginya angka
putus sekolah. Hal tersebut lah yang membuat ketimpangan yang terdampak pada
rendahnya kemampuan literasi dan numerasi dikalangan peserta didik di seluruh Indonesia
dan hal tersebut menjadi salah satu penyebab tingginya angka kemiskinan di Indonesia.

Pemerintah melalui Kementerian Sosial mengisiasi kembali berdirinya Sekolah
Rakyat guna melakukan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia (Wibowo,
2025). Pada penerapannya, sekolah rakyat yang kali ini akan dijalankan harus diperbaharui
agar dapat menjadi jawaban dari tuntutan zaman dan mendukung visi Indonesia Emas 2045
(Yuningsih, 2019). Pelaksanaannya juga harus inklusif, mengajarkan keterampilan hidup,
pendidikan karakter, dan nilai-nilai kebangsaan agar dapat diterima oleh masyarakat. Selain
itu perlunya sinegi antar seluruh stake holder agar program ini dapat terlaksana agar mereka
mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan melalui pendidikan, masyarakat dapat
memperbaiki taraf hidup.

Pemerintah saat ini sangat memperhatikan gagasan mendirikan kembali Sekolah
Rakyat. Diharapkan sekolah rakyat kontemporer tidak hanya meniru ide-ide lama, tetapi
juga menawarkan inovasi yang sesuai dengan perkembangan zaman (Wibowo, 2025).
Sekolah Rakyat dapat mempercepat pemerataan pendidikan, khususnya di daerah yang
selama ini terpinggirkan, dengan mengadopsi prinsip inklusivitas dan kearifan lokal.
Namun, membangun Sekolah Rakyat tidak mudah. Terdapat beberapa tantangan pada
penerapannya yaitu terbatasnya jumlah guru yang berkualitas yang merupakan masalah
utama. Selain itu, letak geografis seperti kesulitan mencapai lokasi terpencil juga dapat
menjadi hambatan. Hambatan lain yang harus diantisipasi adalah kurangnya infrastruktur,
biaya yang tinggi, dan kurangnya partisipasi masyarakat lokal. Oleh karena itu, keberhasilan
program ini bergantung pada persiapan yang cermat dari pemerintah. Tantangan lain yang
mungkin dapat ditemui yaitu keberakaman suku yang ada di setiap daerah dan juga
keterimaan mereka terhadap suatu program yang dicanangkan pemerintah.

Persepsi masyarakat terhadap program ini menjadi faktor kunci dalam
keberhasilannya. Di sinilah relevansi Teori Persepsi Sosial dari (Allport, 1954) berperan
penting. Allport menjelaskan bahwa persepsi sosial adalah proses penilaian individu
terhadap suatu situasi sosial, yang dipengaruhi oleh faktor internal (pengetahuan,
pengalaman, motivasi) dan eksternal (lingkungan sosial, budaya, norma) seperti yang
ditampilkan pada gambar 1. Pemerintah harus mampu memastikan kepada seluruh
masayarakat bahwa program yang akan dijalankan akan menjawab seluruh ketakutan dan
kebutuhan mereka. Pemahaman akan persepsi masyarakat dapat membantu perancang
kebijakan menyusun pendekatan yang lebih efektif dan kontekstual agar Sekolah Rakyat
diterima dan berjalan optimal.
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Gambar 1. Contact-prejudice mediation model ((Pettigrew & Tropp, 2008), p. 928).
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesiapan pemerintah dalam
melaksanakan program sekolah rakyat ini, mengidentifikasi hambatan yang terjadi di
lapangan, dan mengetahui pandangan masyarakat terkait program ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model Miles and Huberman
(Miles & Huberman, 1994) dimana peneliti bertindak langsung dalam pengambilan data.
Data disebarkan melalui gform dengan melibatkan 50 orang yang diambil secara acak
(purposive sampling) dengan memberlakukan sejumlah syarat yaitu: sampel bekerja di dinas
pendidikan, menjabat sebagai kepala sekolah, aktif sebagai guru, orang tua murid dan/atau
tokoh masyarakat. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner dan
wawancara semi terstruktur, dan observasi non partisipatif. Pada penelitian ini metode
analisis yang digunakan adalah triangulasi Teknik menggunakan kuesioner, wawancara, dan
observasi (Creswell & Creswell, 2017). Adapun lokasi para partisipan yang terlibat berasal
dari daerah Dompu-NTB, Sorong-Papua Barat Daya, Bone-Sulawesi Selatan, Banyumas-
Jawa Tengah, Ogan Hilir-Sumatera Selatan.

Pada penelitian, penulis menggunakan teori (Allport, 1954) sebagai indicator pada
instrument kuesioner dimana data direpresentasikan seperti flowchart 1 berikut:

Faktor yang

Mempengaruli
Y v
Internal Elksternal
v A J
Pengetalman Lingkungan Sosial
Pengalaman Budaya
Motivasi

!

Persepsi

|

Flowchart 1. Persepsi Sosial Allport

HASIL DAN PEMBAHASAN
HASIL

Penelitian yang berlangsung selama kurang lebih 1 bulan (Maret-April 2025) dengan
menggunakan instrumen kuesioner, wawancara, dan observasi mendapatkan hasil sebagai
berikut:

Tabel 2. Hasil Sebaran Kuesioner

Aspek Sangat tidak  Tidak Setuju Netral (%) Setuju (%) Sangat Setuju
Penilaian Setuju (%) (%) (%)
Kesiapan 6 16 24 28 26

Infrastruktur
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Kesiapan 10 20 30 30 10

Tenaga
Pendidik

Dukungan 2 6 18 50 24
Masyarakat

Relevansi 8 10 22 40 20
Kurikulum
Kontekstual

Kebutuhan 2 4 10 56 28
Sekolah

Rakyat di

Daerah

Melalui pengambilan data tersebut dapat dilihat bahwa masyarakat mendukung
adanya pembentukan sekolah rakyat (74%) atau sekitar 37 orang partisipan. Hal ini juga harus
disertai dengan pembangunan dan persiapan infrastruktur di daerah. Karena, sebanyak 54%
atau sekitar 27 orang dari jumlah partisipan mengatakan bahwa perlu diperhatikan
infrastruktur yang ada di daerah untuk mendukung program tersebut. Hal ini dikarenakan
banyak sekolah di daerah yang masih minim fasilitas baik berupa gedung, media
pembelajaran, listrik, dan jaringan internet (hasil dari wawancara 2 guru di sekolah). Hal
senada dengan hasil wawancara guru juga didapat dari orang tua/tokoh masyarakat dimana
mereka mengatakan bahwa ketidak adaan infrastruktur yang cukup mengakibatkan proses
pembelajaran tidak berjalan efektif. Bahkan masih terdapat sekolah di daerah mereka yang
hampir rubuh karena dimakan usia dan belum tersentuh revitalisasi.

Sementara itu sebanyak 84% dari total 50 orang partisipan (42 orang) mengatakan
bahwa dengan tujuan sekolah rakyat yang telah disampaikan oleh pemerintah melalui
(Wibowo, 2025) maka mereka menyambut baik hal tersebut. Namun, dapat kita lihat terdapat
8 orang atau sekitar 16% partisipan yang mengatakan bahwa sekolah rakyat bersifat tidak
memilki urgensi tinggi untuk dilaksanakan. Salah satu dari kepala sekolah yang diwawancarai
mengatakan bahwa dia mengatakan tidak terlalu butuh pembangunan sekolah rakyat karena
dia menganggap proyek sekolah rakyat berpeluang terjadi penyelewengan dana seperti
program-program pemerintah sebelumnya yang pernah terlaksana.

“saya mendukung adanya sekolah rakyat, tapi untuk saat ini perlu pengawasan ketat
dari untuk pelaksanaannya dan saya pikir pemerintah belum siap. Karena hal ini akan
berpotensi terjadi celah korupsi pada pelaksanaannya” (Kepala Sekolah x)

Hal tersebut juga didukung oleh salah satu tokoh masyarakat yang berasal dari
Dompu. Dia mengatakan bahwa harus dikaji dengan benar untuk pelaksanaan,
pertanggungjawaban, program, dan hal lain terkait pelaksanaan sekolah rakyat ini. Beliau
mengatakan bahwa alasan dia menjawab tidak setuju terkait pembentukan sekolah rakyat
karena akan sarat dengan unsur politik dan berpeluang untuk penerapan secara masif menjadi
terkendala. Meskipun terdapat 40% partisipan atau sekitar 20 orang partisipan mengatakan
kesiapan tenaga pendidik sudah memiliki kesiapan dalam melaksanakan tugasnya jika sekolah
rakyat diterapkan. Namun, data lain pada tabel didapatkan bahwa 30% (15 partisipan)
mengatakan persiapan tenaga pendidik harus dipersiapkan dengan baik. salah satu guru di
Sorong mengatakan, mereka memerlukan peningkatan kompetensi berupa pelatihan dan
pendampingan dalam mempersiapkan perangkat pembelajaran dan juga adaptasi teknologi.
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Pentingnya adaptasi teknologi dan peningkatan kompetensi guru dikarenakan setiap
tenaga pendidik harus kompeten di setiap bidang yang akan mereka ajarkan. hal ini
dikarenakan masih terdapat guru di daerah 3T yang masih belum mengenal teknologi.
Sehinggi pemerintah harus memperhatikan hal tersebut. Salah satu tokoh masyarakat di
Dompu juga mendukung apa yang dikatakan oleh guru di Sorong. Dimana dikatakan bahwa
sebelum benar-benar terlaksana, seluruh guru yang akan terlibat diberikan pelatihan dan juga
difasilitasi dengan sekelompok pemahaman terkait lokasi dan budaya dimana mereka akan
ditempatkan.

“kebudayaan kami berbeda dengan daerah lain, harapannya guru-guru yang aan
mendukung program sekolah rakyat mampu memahami dinamika kelompok masyarakat yang
ada di daerah kami” (Tokoh masyarakat Dompu)

PEMBAHASAN

Pada penelitian ini, penulis mengangkat 3 tujuan penelitian yaitu 1. bagaimana
kesiapan pemerintah dalam melaksanakan program sekolah rakyat; 2. mengidentifikasi
hambatan yang terjadi di lapangan; dan 3. mengetahui pandangan masyarakat terkait program
sekolah rakyat. Pada pembahasan ini penulis akan membahas setiap Research Question (RQ)
yang ada pada penelitian ini.

RQ 1: Bagaimana kesiapan pemerintah dalam melaksanakan program sekolah rakyat?

Melihat dari hasil yang didapatkan maka yang menjadi konsen pada pengambilan data
yaitu kesiapan pemerintah dari segi infrastruktur. Hal ini dikarenakan infrastruktur
merupakan salah satu bagian yang saya vital perannya dalam suatu pelaksanaan program.
Infrastruktur yang dimaksud bukan hanya dalam bentuk bangunan saja. Namun terdapat
beberapa bagian infrastruktur yang harus diperhatikan seperti infrastruktur fisik dan
teknologi. Dalam kaitannya dengan infrastruktur fisik, pemerintah harus mempersiapkan
listrik, telekomunikasi, bangunan publik dalam hal ini sekolah, dan jalan. Bangunan fisik
bukan hanya bicara sekolah, namun terdiri dengan ruang kelas, ketersedian laboratorium IPA
(Hopeman et al., 2024) dan TIK, ketersediaan toilet yang layak, ketersedian ruang pertemuan,
halaman, dan hal lainnya yang berkaitan.

Hal ini karena infrastruktur fisik mendukung keterlaksanaan program sebanyak 60-
70%. Jika melihat dari infrastruktur yang ada saat ini, terdapat penurunan jumlah sekolah
dengan kondisi baik di Indonesia dibandingkan tahun 2020/2021. Sebanyak 39,39% ruang
sekolah dengan keadaan baik dan 60,60% jumlah ruang kelas dengan keterangan rusak
ringan/sedang. Hal ini terjadi dihampir tingkat satuan pendidikan. Data didapat per tahun
2021/2022 (Badan Pusat Statistik, 2022). Data selanjutnya yang didapatkan dari (Hakim &
Khotimah, 2023)

No Frovins! Saik

Rusak Rusak Rusak
Ringan Sedana Berat
- :
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Gambar 2. Jumlah Ruang kelas SD menurut Kondisi Tiap Provinsi 2022/2023.

Melihat data yang disajikan di atas pada gambar 2 semakin memperkuat statement
yang diutarakan pada bagian hasil jika infrastruktur di sekolah harus mendapatkan perhatian
khusus. Selain itu infrastruktur teknologi harus diperhatikan sebab menjadi hal pendukung
dalam pembelajaran. Pemerintah melalut KEMENSOS (Safitri, 2025; Wibowo, 2025)
menganggarkan 100 miliar rupiah untuk pembangunan 1 sekolah rakyat dan hal ini
tergantung pada masing-masing wilayah. Berdasarkan hal ini, pemerintah sudah siap dan
memiliki rencana kerja yang matang untuk pembangunan sekolah rakyat.

RQ 2: mengidentifikasi hambatan yang terjadi di lapangan

Pada RQ 2, berdasarkan hasil yang didapatkan maka hambatan yang terjadi
dilapangan dibagi menjadi dua yaitu faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal
yang mempengaruhi terlaksananya sekolah rakyat ini yaitu infrastruktur, kompetensi yang
dimiliki guru, dan terbukanya peluang penyelewengan dana (korupsi) . Hal ini dapat menjadi
hambatan jika pemerintah tidak melakukan perbaikan dan memberikan pelatihan khusus
kepada guru di daerah maupun calon guru yang akan ditempatkan didaerah tersebut. Hal
yang terjadi jika kedua faktor internal ini tidak diatasi yaitu tidak berjalannya dengan
maksimal pelaksanaan sekolah rakyat tersebut. Faktor internal yang paling besar dampaknya
yaitu penyelewangan dana. Pemerintah melalui kemeterian sosial yang dalam hal ini sebagai
pelaksana harus melakukan pengawasan ketat terhadap berjalannya program sekolah rakyat
tersebut dan menghindari terjadi korupsi dalam skala kecil-besar (Arti & Rizky, 2023;
Wicaksono & Prabowo, 2022).

Selain faktor internal terdapat juga faktor eksternal yaitu bagaimana status sosial
budaya suatu daerah mempengaruhi keberlangsungan dan keberadaan sekolah rakyat (Nur et
al., 2024; Trirezeki et al., 2025). Penelitian yang dilakukan oleh (Lubis, 2018) didapatkan
bahwa tingkat pemahaman masyarakat lokal memainkan peranan penting terhadap terlaksana
atau tidaknya suatu program. Senada dengan apa yang dikemukakan oleh (Lubis, 2018)
didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan (Mari et al., 2024) dimana masyarakat di
daerah 3T memiliki perbedaan pola piker yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan
di daerah tersebut.

Selain itu, pemerintah perlu pendekatan yang bersifat humanis agar sekolah rakyat
dapat terlaksana di setiap daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengajak para ketua
atau tokoh masyarkat untuk berdiskusi dan mendenganr pendapat dan pandangan mereka
terkait program yang akan dilaksanakan. Selain itu perlu keterlibatan aktif antara dinas
pendidikan, sekolah, dan orang tua dalam implementasi sekolah rakyat tersebut.

RQ 3: mengetahui pandangan masyarakat terkait program sekolah rakyat

Hasil yang didapatkan dari beberapa tokoh masyarakat, pendidik, dan kepala sekolah
dari beberap daerah di Indonesia merupakan apresiasi dari perwakilan daerah 3T. melihat dari
sudut pandang pendidikan, sekolah rakyat yang akan dilaksanakan pada bulan Juli nanti
(Wibowo, 2025) merupakan jawaban dari ketidak merataan pendidikan dan usaha untuk
meratakan fasilitas pendidikan di daerah. Pemerataan pendidikan dapat dilakukan dengan
cara membuat suatu system pelaksanaan yang adil di seluruh wilayah Indonesia tanpa
membeda-bedakan (Rosmana et al., 2023; Syafii, 2018).

Jika melihat atau mendengar sekolah rakyat, maka yang terpintas pertama sekali di
kalangan tokoh pendidikan adalah volkschool yang pernah diterapkan di Indonesia. Dimana
pada pelaksanaanya, volkschool tersebut terjadi diskriminasi sosial. Hal ini terlihat dari siapa
saja yang dapat bergabung di sekolah rakyat tersebut (kaum menengah kebawah) dan terjadi
perbedaan perlakuan diantara mereka (Ardhillah, 2022; Suherman & Bastaman, 2019).
Meskipun respon partisipan pada hasil penelitian sebanyak (74%) atau sekitar 37 orang
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partisipan mengatakan bahwa sekolah rakyat perlu dan bersifat urgen untuk dilaksanakan,
namun mereka masih berharap supaya sistem atau pola yang pernah diterapkan di volkschool
pada zaman colonial tidak sama dengan sekolah rakyat saat ini.

SIMPULAN

Melihat dari RQ 1-3 yang diutarakan pada bagian pendahuluan dan dibahas pada
pembahasan maka dapat ditarik suatu kesimpulan pada penelitian ini yaitu pemerintah harus
memperhatikan aspek kearifan lokal, kebudayaan, dan unsur sosial dalam menerapkan
sekolah rakyat terkhusus di daerah 3T. hal lain yang dapat disimpulkan yaitu hambatan yang
mungkin terjadi ketika penerapan atau pembangunan sekolah rakyat tersebut. Pemerintah
harus melakukan kerja sama dengan semua pihak mulai dari tingkat daerah-masyarakat,
unsur pendidikan seperti dinas pendidikan, guru, kepala sekolah. Hambatan yang mungkin
terjadi yaitu dalam hal perbaikan infrastruktur fisik dan teknologi. Pada hal ini pemerintah
harus mampu memberikan kemerataan antara daerah maju dengan daerah 3T supaya tidak
terjadi kesenjangan pendidikan. Hal lain terkait sekolah rakyat dari sudut pandang
masyarakat yaitu masih terdapat masyarakat yang masih belum mengetahui program sekolah
rakyat tersebut. Mereka masih menganggap bahwa sekolah rakyat masa kini merupakan
sekolah yang sama pada masa colonial (Volkschool). Masih terdapat kurang lebih 2 bulan
sebelum sekolah rakyat benar-benar diimplementasikan di seluruh wilayah Indonesia.
Artinya pemerintah melalui kementeran sosial harus mampu mempromosikan program
tersebut agar dapat diterima oleh masyarakat di daerah (khususnya daerah 3T).
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